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BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
1. Keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi saat ini belum sesuai dengan

Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Penggunaan becak motor sebagai angkutan umum merupakan
tindakan pelanggaran hukum karena sepeda motor yang merupakan bagian utama
dari becak motor tersebut dikategorikan sebagai kendaraan bermotor perseorangan
sesuai Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang menertibkan keberadaan
becak bermotor dengan melakukan razia kendaraan secara rutin sesuai Pasal 260
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan tersebut dilakukan karena modifikasi becak
motor banyak yang belum memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan
peraturan terkait seperti belum memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan (Pasal
48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), belum melakukan kewajiban uji tipe (Pasal 50
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ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan), tidak melakukan pengujian berkala (53 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan) dan tidak memenuhi persyaratan administrasi (Pasal 64 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan) seperti tidak memiliki izin operasional becak motor.

4.1 Saran

1.

Pemerintah Daerah perlu melakukan riset mendalam saat akan memutuskan
membuat suatu Peraturan Daerah mengenai sahnya kendaraan modifikasi seperti
becak motor digunakan sebagai kendaraan bermotor umum agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Apabila suatu daerah sudah terlanjur membentuk Peraturan Daerah mengenai
sahnya becak motor digunakan untuk kendaraan bermotor umum maka harus
diperketat mengenai penerbitan izin operasionalnya. Pemerintah Daerah juga dapat

berkoordinasi dengan petugas Ke 74  dan Dinas Perhubungan setempat.
Pengawasan dan razia kendaiaan secara rutin perlu ditingkatkan untuk

mengamankan pengendara becak motor sehingga jumlahnya dapat dikurangi
secara bertahap. Ada baiknya, petugas Kepolisian bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan setempat untuk mengadakan sosialisasi tentang keamanan
berkendara dengan becak motor. Dapat dilakukan himbauan melalui radio, media
massa lokal, banner mengenai bahaya mengoperasikan atau menggunakan becak

motor sebagai angkutan umum.



